BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian, batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata bahwa, suatu
persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih.

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan
persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan dipergunakannya perkataan “
perbuatan “ tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau
memberikan definisi tersebut :

a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan
untuk menimbulkan akibat hukum.

b. Menambahkan perkataan “ atau saling mengikatkan dirinya “ dalam Pasal 1313
KUHPerdata. Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah
suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang atau lebih.!

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada
umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata itu tidak

lengkap dan terlalu luas.

! R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1994, him. 49.



R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.

Perjanjian adalah merupakan bagian sumber perikatan, jadi perjanjian adalah
merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas
dari pada perjanjian.Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku 111 KUHPerdata,
sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-
Undang.?

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdata
sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua
orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan
harta kekayaan.®

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai perjanjian di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari :

a. Adanya para pihak

Para pihak dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang yang disebut sebagai
subyek perjanjian.Yang menjadi Subyek perjanjian dapat dilakukan oleh orang
maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan
hukum seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

b. Adanya persetujuan antara para pihak

Persetujuan tersebut bersifat tetap yang dihasilkan dari suatu perundingan yang
pada umumnya membicarakan syarat-syarat yang akan dicapai.

c. Adanya tujuan yang akan dicapai

2 R. Subekti, op.cit, him. 1.
3 Abdul Kadir Muhammad, op.cit, him. 78.



Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan dan Undang-Undang.
d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan
syarat-syarat perjanjian.
e. Adanya bentuk-bentuk tertentu
Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan,
sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian
Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para
pihak.Syarat-Syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang menimbulkan hak
dan kewajiban pokok.
2. Jenis-jenis Perikatan/ perjanjian
Perikatan yang terdapat dalam masyarakat itu bermacam-macam tergantung kepada
kepentingan atau hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan jenis-jenis
perikatan, menurut R. Subekti jenis perikatan dalam hukum perdata dikenal ada beberapa
macam, yaitu *:
a. Perikatan murni
Adalah suatu perikatan dimana masing-masing pihak hanya ada satu orang,
sedangkan sesuatu yang dapat dituntut itu hanya berupa satu hal dan penuntutan itu dapat
dilakukan seketika.

b. Perikatan bersyarat

* R. Subekti, Op.Cit, him. 3



Adalah suatu perikatan dimana pihak-pihak didalam melaksanakan janjinya
mengantungkan diri pada suatu kejadian/ peristiwa yang masih belum terjadi, sehingga
peristiwa itu akan bersifat menangguhkannya, membatalkan atau tidak lahirnya perikatan
itu.

Suatu perikatan dengan syarat tangguh terjadi apabila lahirnya perikatan
ditangguhkan sampai suatu peristiwa yang dimaksud itu terjadi, dan dalam hal perikatan
dengan syarat batal, perikatan itu sudah berlangsung, sedangkan perikatan akan berakhir
pada saat kejadian yang dimaksudkan terjadi dan karenanya maka, semua keadaan akan
kembali tidak adanya perikatan.

c. Perikatan dengan ketetapan waktu

Perbedaan yang terpenting antara perikatan bersyarat dengan perikatan ketetapan
waktu, perikatan itu sudah lahir, hanya pelaksanaannya untuk melakukan prestasinya
ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan dan waktu itu pasti terjadi.Sedangkan dalam
perikatan bersyarat, kejadian yang akan datang tersebut belum tentu terjadi.

d. Perikatan alternatif

Adalah suatu perikatan di mana debiturnya boleh memenuhi prestasinya dengan
memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan objek perikatan.Tetapi debitur tidak
dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang
yang lain (Pasal 1273 KUHD).

e. Perikatan solider (tanggung menangggung)

Didalam suatu perikatan, pihak-pihak yang mengadakan perikatan itu tidak hanya
berdiri atas seseorang debitur dengan seseorang kreditur saja, tetapi dapat juga dilakukan
disalah satu pihak terdapat beberapa orang.Kemungkinan itu terjadi, apabila debitur terdiri

dari beberapa orang maka disebut perikatan tanggung menanggung yang pasif, dimana tiap-



tiap debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhi
oleh seorang debitur saja, membebaskan debitur lainnya dari tuntutan kreditur dan
perikatannya menjadi hapus (Pasal 1280 KUHPerdata).

Apabila debitur terdiri dari beberapa orang ini disebut perikatan tanggung
menanggung yang aktif, di mana tiap-tiap kreditur berhak atas pemenuhan prestasi seluruh
hutang dan jika sudah dipenuhinya prestasi tersebut, debitur dibebaskan dari hutangnya dan
perikatan menjadi hapus (Pasal 1278 KUHPerdata).Menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tidak ada perjanjian dianggap tanggung menanggung, kecuali dengan
dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian atau dinyatakan oleh Undang-Undang.

f. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Menurut Pasal 1296 KUHPerdata, dinyatakan suatu perikatan yang dapat dibagi
dan tidak dapat dibagi itu adalah sekedar penyerahan suatu barang yang penyerahannya
atau suatu perbuatan yang pelaksanaanya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi
secara nyata-nyata ataupun secara perhitungan.

g. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan yang menentukan,
bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan kepada si berpiutang
melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhinya.

3. Jenis Perikatan/ Perjanjian

Perjanjian dapat kita beda-bedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaan
tersebut sebagai berikut :

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian Timbal Balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban

kepada kedua belah pihak. Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian di mana salah satu pihak



saja yang membebani satu kewajiban.Dalam perjanjian jenis ini yang menjadi Kkriteria
adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak.Prestasi biasanya
berupa benda berwujud maupun tidak berwujud seperti hak.®

b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.

Adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja.
Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap
prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan
antara kedua belah pihak itu ada hubungannya menurut hukum?®

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Adalah perjanjian yang punya nama sendiri yang dikelompokkan sebagai
perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misal perjanjian jual beli.

d. Perjanjian kebendaan dan obligatoir

Perjanjian Kebendaan, adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam
perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir.
Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak
terjadinya perjanjian, timbul hak dan kewajiban pihak-pihak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Perjanjian Konsensual, adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan
kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian Riil, adalah perjanjian disamping ada persetujuan
kehendak, juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya.

4. Asas-asas Perikatan/ Perjanjian

Asas-asas dari perjanjian adalah sebagai berikut :

5 M. Arsyad Sanusi, Etikad Baik, Kepatutan, Dan Keadilan Dalam Hukum Perdata, Varia
Peradilan No. 103 : 1995, him.112.
®Ibid., him. 87



a. Asas Kebebasan Berkontrak

Adalah asas yang mengatakan bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian,
bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian.Asas ini berkaitan dengan isi perjanjian.Asas
ini merupakan implementasi dari adanya sistem yang dianut dalam hukum perjanjian
adalah sistem terbuka.Dalam hal ini hukum perjanjian memberikan kebebasan untuk
seluasluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian aslakan tidak melanggar
ketertiban umum dan kesusilaan.

Sistem terbukanya hukum perjanjian yang mengandung asas kebebasan berkontrak,
disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya”.’

b. Asas konsesualitas

Adalah Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat
perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat
formal .8

c. Asas itikad baik

Adalah sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan
itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan dan
apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

d. Asas pacta sunt servanda

Merupakan asas yang dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya

suatu perejanjian.Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang

" Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan dan Penjelasannya, PT. Alumi, Bandung,
1983, him, 82

8 Djaja Meliala, Perkembangan Hukum PerdataTentang Benda dan Hukum Perikatan,
Nuansa Aulia, Bandung, 2007, him. 89



membuatnya.Dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-Undang, dengan demikian
para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapatkan
keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada prinsipnya asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak
yang membuatnya saja, jadi pada asasnya perjanjian ini hanya berlaku bagi para pihak yang
membuatnya saja, tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketiga pun tidak bisa
mendapatkan keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur
dalam undang-undang. Ketentuan mengenai asas ini tercantum pada Pasal 1315 KUH
Perdata yang menyebutkan bahwa :“ Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri
atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri *

Selanjutnya Pasal 1340 KUHperdata menentukan :“Suatu Perjanjian hanya berlaku
antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada
pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain
dalam hal yang diaturdalam Pasal 1317.”

Pengecualian dari asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal 1317
KUHPerdata yang menentukan : “Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkan
suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji dibuat oleh
seorang untuk dirinya sendiri, suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain, memuat
janji seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh
menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak
mempergunakannya”.

5. Syarat-syarat sahnya Perikatan/Perjanjian



Agar perjanjian sah dan mempunyai kekuatan hukum harus memenuhi Pasal 1320
KUH Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau
seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.Apa yang
dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka
menghendaki sesuatu secara timbal balik.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum.Pada
asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbalig dan sehat pikirannya, adalah cakap
menurut hukum. Pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai
orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

1) Orang-orang yang belum dewasa;

2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan
semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-
perjanjian tertentu.

Tetapi dalam hal ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi, karena sudah tidak sesuai
dengan perkembangan zaman dan emansipasi wanita, hal ini dapat dilihat dengan
dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 Tanggal 4 Agustus 1963,
Bahwa Mahkamah Agung menggangap Pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan
menghadap di depan Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku

lagi.



c. Suatu hal tertentu

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang
diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.

d. Suatu sebab yang halal.

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu : Perjanjian itu harus
mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal
perjanjian batal. Jadi perjanjian itu harus tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena berhubungan dengan
orang-orang yang mengadakan perjanjian.Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada
subyeknya tidak menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi
memberikan kemungkinan untuk dibatalkan dengan tuntutan.

Syarat ketiga dan keempat sebagai syarat obyekyif, karena menyangkut obyek
perjanjian.Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya mengakibatkan
perjanjian tersebut batal demi hukum.

6. Prestasi dan Wanprestasi
a. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam
perjanjian. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud : benda, tenaga atau keahlian, tidak
berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1234 KUHPerdata ada tiga macam prestasi yang dapat
diperjanjikan untuk tiap perikatan, yaitu :

1) Untuk memberikan sesuatu

2) Untuk berbuat sesuatu

3) Untuk tidak berbuat sesuatu



Agar prestasi dapat dilaksanakan maka perlu diketahui sifat-sifat prestasi, yaitu :

a) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan

b) Harus mungkin

c) Harus diperbolehkan

d) Harus ada manfaatnya bagi krerditur

e) Harus terdiri dari suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan

Jika salah satu atau semua sifat tersebut tidak terpenuhi pada prestasi itu, maka
perikatan dapat menjadi tidak berarti dan perikatan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan®

b. Wanprestasi

Seseorang debitur dapat dikatakan wanprestasi jika ia tidak memenuhi apa yang

telah diperjanjikan. Wanprestasi dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu :

1) Kesengajaan, yaitu perbuatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi
tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh debitur.

2) Kelalaian, yaitu debitur melakukan suatu kesalahan akan tetapi perbuatannya itu
tidak dimaksudkan terjadinya wanprestasi yang kemudian ternyata
menyebabkan terjadinya wanprestasi.

c. Berakhirnya Perjanjian
Menurut Pasal 1381 KUH Perdata terdapat ketentuan-ketentuan mengenai
hapusnya perikatan. Namun undang-undang tidak memberikan ketentuan umum tentang
hapusnya atau berakhirnya perjanjian.Menutup perjanjian merupakan perbuatan hukum
dan tertuju pada akibat hukum tertentu (yang dikehendaki atau dikehendaki para pihak) jadi
pada dasarnya perjanjian berakhir kalau akibat-akibat hukum yang dituju telah selesai

terpenuhi.®

 Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit, him. 20.
10 3. Satrio, Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Baku, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000, him. 160.



B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi
1. Pengertian

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam  suatu
perikatan.''Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan.Kewajiban
memenuhi prestasi dari debitur selalui disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya
debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya
kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, semua harta
kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang
akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini
disebut jaminan umum.*?

Pada prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi
sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya yang disebutkan
secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas
yang layak atau patut dalam keputusannya.Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini
disebut jaminan khusus.*3

Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya
sepadan dengan nilai hutang debitur, misalnya rumah,kendaraan bermotor. Bila debitur
tidak dapat memenuhi prestasinya maka benda yang menjadi jaminan khusus inilah yang
dapat diuangkan untuk memenuhi hutang debitur.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan.Apabila esensi ini

tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat

1 Mariam Darus Badrulzaman, Asas-Asas Hukum Perikatan, FH USU, Medan,1970, him. 8
2 Abdulkadir Muhammad, op.cit, him. 17
B1pid., him. 18



tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-
sifat dari prestasi tersebut, yakni :

1. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan

2. Harus mungkin

3. Harus diperbolehkan (halal)

4. Harus ada manfaatnya bagi kreditur

5. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.4

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu
persetujuan yang menimbulkan prikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan
tersebut.Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang
melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam Pasal 1338
KUHPerdata.Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban
untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi.

Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak
tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak
melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut
wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang
artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-
pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian
ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.™

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat

bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata

“Ibid., him. 20
Blbid., him. 20



sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai
wanprestasi ini terdaspat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar
janji, dan lain sebagainya.

Dengan adanya bermacam-macaam istilah mengenai wanprestsi ini, telah
menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestsi”’.Ada beberapa
sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang
pengertian mengenai wanprestsi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu
prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi
dari suatu perjanjian. Barangkali daslam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah
“pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.'®

R. Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestsi” itu asalah kelalaian atau kealpaan
yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang
diperjanjikan.

3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,

4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.’

Mariam Darus Badrulzaman, mengatakan bahwa apabila debitur “karena

kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi

16 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, op.cit, him. 17
"' R. Subekti, Hukum Perjanjian, op.cit, him. 50



atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena dabitur tidak
melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.*®

Menurut M. Yahya Harahap bahwa “wanprestasi”’ dapat dimaksudkan juga sebagai
pelaksanaan kewajuban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksankan tidask
selayaknya.*®

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memnuhi atau tidak
melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka
yang telah melanggar isi perjajiab tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu
pengertian yang mengatakan bahwa seorang diakatakan melakukan wanprestasi bilamana
. “tidak memberikan prestasi sama sekali, telamabat memberikan prestasi, melakukan
prestsi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam pejanjian.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan
bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar
ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu
pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang
berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah
disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang
wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu
perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan

dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Ibid., him. 59
19 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, cet- ke-2, him. 60



Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan
membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut
pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum
diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

2. Macam-macam Wanprestasi

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk
memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari
itu wujud prestasi itu berupa :

a. Memberikan Sesuatu

Dalam Pasal 1235 dinyatakan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan
sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang
bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada
saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap
perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-
bab yang bersangkutan”

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada
saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya
kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat
dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri
sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain,yang tidak akan diserahkan kepada

orang lain.®’Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut

20 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, PT
Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, him. 5



diserahkan kepada orang yang harus menerimanya.Penyerahan dalam pasal ini dapat
berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.?*
b. Berbuat Sesuatu
Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti
yang telah ditetapkan dalam perikatan.Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan
perbuatan tertentu.??Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang
telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak.Namun bila ketentuan tersebut
tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan
berlaku dalam masyarakat.Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.
c. Tidak berbuat sesuatu
Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu
perbuatan seperti yang telah diperjanjikan®*.Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak
melakukan perbuatan.Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif,
tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau
membiarkan sesuatu berlangsung?.Disini bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan
perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.
d. Wujud wanprestasi
Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat
diketahui melalui 3 (tiga) keadaan berikut 2°:

1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

21 ], Satrio, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1999, him. 84.
22 Abdulkadir Muhammad, op.cit, him. 19.

ZIbid., him. 20

21bid., him. 21

%5).Satrio, op.cit, him. 52

% Abdulkadir Muhammad, op.cit, him. 20



Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk
dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-
Undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang
ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang
ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam
perjanjian tidak dipenuhi.Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan
“melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”.

e. Sebab terjadinya wanprestasi
Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu
perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban
(debitur) tersebut.Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat
dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain
yakni :
f. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian.?’Dikatakan orang
mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari
terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan
timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan

memperhitungan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

27 ], Satrio, op.cit, him. 90.



Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan
yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita
katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur,
sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut
menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul
kerugian.?Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi
sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan
munculnya kerugian tersebut.®Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan
masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga”
(akan timbulnya kerugian).*

g. Karena keadaan memaksa (overmacht / force majure) , diluar kemampuan
debitur,debitur tidak bersalah.

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak
debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak

dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat

perikatan.31VoIImar menyatakan bahwa overmacht itu hanya dapat timbul dari kenyataan-
kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu.®? Dalam hukum anglo
saxon (Inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “‘frustration” yang berarti
halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-

pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

2]bid., him. 91
1bid., him. 91
1bid., him. 92
31 Abdulkadir Muhammad, op.cit, him. 27
#1bid., him. 31
B1bid..him. 27



Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan
memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur.Wanprestasi yang
diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan
itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu
terhalang seperti yang telah diuraikan diatas.Keadaan memaksa yang menimpa benda objek
perikatan bisa menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian
total.Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi
prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap.3* Unsur-unsur yang terdapat
dalam keadaan memaksa itu ialah :

1) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang
menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap

2) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan
debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.

3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat
perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan

pihak-pihak, khususnya debitur.%®

C. Tinjauan Umum Tentang PT. Pelabuhan Dumai Berseri
1. Pengertian
PD. Pelabuhan Dumai Berseri berdiri berdasarkan Keputusan Walikota Dumai
Nomor 27 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah (PD) Pelabuhan Dumai Berseri.
Pendirian perusahaan ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat berperan serta dalam

mengusahakan pelayanan jasa kepelabuhanan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

*Ibid., him. 28
*Ibid., him. 31



yang khusus dibentuk untuk melayani jasa kepelabuhanan sehingga diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang sangat besar dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah Kota
Dumai.
2. Sejarah

Berdiri sejak 6 September 2004, saat ini (BUMD) PD. Pelabuhan Dumai Berseri
adalah BUMD terbesar di Kota Dumai berdasarkan nilai Peredaran Usaha (Omzet), Laba
Bersih, dan setoran PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sejak terpilih dan ditetapkannya
Direktur Utama melalui SK Walikota Dumai pada 20 Juli 2006, BUMD ini terus
memberikan kinerja terbaik bagi pembangunan Kota Dumai. Sejak beroperasi, PD.
Pelabuhan Dumai Berseri telah dikenal reputasinya sebagai BUMD dengan tradisi
memberikan layanan jasa kepelabuhanan terbaik kepada para Pengguna Jasa. Melalui
wilayah kerja yang semakin diperluas, serta berbagai layanan kepelabuhanan yang
terpercaya, PD. Pelabuhan Dumai Berseri menawarkan layanan jasa kepelabuhanan yang
paling efektif dan efisien kepada para Pengguna Jasanya. Atas komitmen ini, pada tahun
2006 PD. Pelabuhan Dumai Berseri berhasil meraih penghargaan sebagai Terbaik II
BUMD Award untuk Kategori Perdagangan, Transportasi dan Pariwisata, yang
diselenggarakan oleh Majalah Business Review dan Departemen Dalam Negeri — Jakarta.
Dilanjutkan pada tahun 2008, Direktur Utama PD. Pelabuhan Dumai Berseri berhasil
memperoleh The Best Rising Star CEO dalam acara BUMD & CEO BUMD AWARD
2008 yang diadakan oleh Majalah Business Review dan BKS-BUMD-SI bekerjaama
dengan MarkPlus & co, Katahati Institute, dunamis, dan Ideku Group. Dalam perjalanan
usaha selanjutnya, Perusahaan terus memperluas cakupan bidang usaha dan kualitas
layanan agar dapat bersaing dan sejajar dengan Perusahaan Daerah terkemuka lainnya di

Indonesia.Berbagai peluang usaha potensial terus dijajaki untuk memperkuat posisi



Perusahaan Daerah ini. Tidak saja penguatan finansial, tetapi juga diberbagai aspek lainnya
seperti spiritual dan sosial kemasyarakatan.
3. Prestasi
Terbaik I BUMD Award 2006 Kategori Perdagangan, Transportasi dan
Pariwisata, yang diselenggarakan oleh Majalah Business Review dan Departemen Dalam
Negeri - Jakarta. The Best Rising Star CEO dalam acara BUMD & CEO BUMD AWARD
2008 yang diadakan oleh Majalah Business Review dan BKS-BUMD-SI bekerjaama
dengan MarkPlus & co, Katahati Institute, dunamis, dan Ideku Group.
4. VISI
Bersama mewujudkan PD. Pelabuhan Dumai Berseri sebagai penggerak dan
pemacu ekonomi daerah dalam sektor kepelabuhanan, guna mewujudkan Kota Dumai
sebagai kota jasa, perdagangan dan industri yang modern.

5. MISI

a. Menjadikan Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Berseri sebagai perusahaan yang handal

dan profesional di sektor kepelabuhanan.

b. Memperbaiki kualitas pelayanan yang meliputi pelayanan kapal, barang dan penumpang

serta usaha-usaha penunjang lainnya di sektor kepelabuhanan.

c. Meningkatkan daya saing terhadap pengelolaan jasa kepelabuhanan secara regional,

nasional dan internasional

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang bergerak di sektor

kepelabuhanan baik melalui pendidikan secara formal maupun informal.

e. Memberikan dan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung

dan nyata dari sektor kepelabuhanan untuk percepatan pembangunan Kota Dumai.



6. Tujuan
a. Menyelenggarakan bidang usaha kepelabuhanan dalam kawasan pelabuhan yang ada di
kota Dumai dengan prioritas penyelenggaraan Jasa Tunda dan Pandu Kapal.
b. Menciptakan peluang kerja dengan memanfaatkan jasa-jasa dalam bidang bongkar/muat
barang dan atas kapal.
c. Mengembangkan kawasan-kawasan Pelabuhan Rakyat sebagai peluang yang sangat
besar dalam pengembangan dan kemajuan kota Dumai.
7. Struktur Organisasi
Susunan Pemegang Saham, Badan Pengawas dan Direksi, sesuai dengan Keputusan
Walikota Dumai Nomor 296/PEREKO/2009 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur

Utama Perusahaan Daerah Pelabuhan Dumai Berseri.

Pemegang Saham  : Pemerintah Kota Dumai
Ketua : H. Wan Fauzi Effendi
Sekretaris . Sudibyo SA

Anggota . Fridarson

Direktur . Syafruddin Atan Wahid, SH
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8. Bidang Pelayanan

Berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2004 tentang Perusahaan

Daerah (PD) Pelabuhan Dumai Berseri, dan diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda)

Kota Dumai Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pelabuhan

Dumai Berseri, PD. Pelabuhan Dumai Berseri memiliki 17 lapangan usaha yaitu :

1.

2.

8.

9.

Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat berlabuhnya kapal.
Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (politage) dan penundaan kapal.
Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan dan
fasilitas naik turunnya penumpang.

Gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan Bandar, alat-alat
bongkar muat serta peralatan pelabuhan.

Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan industri, gedung-gedung/bangunan yang
berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut.

Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air minum dan instansi limbah pembuangan.
Jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan.

Jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan.

Jasa persewaan fasilitas dan peralatan dibidang kepelabuhanan.

10. Jasa perbaikan fasilitas dibidang kepelabuhanan.



11. Properti di daerah lingkungan kepelabuhanan.

12. Kawasan industri di daerah lingkungan pelabuhan.
13. Kawasan wisata di daerah lingkungan pelabuhan.
14. Jasa depo peti kemas.

15. Jasa konsultasi dibidang kepelabuhanan.

16. Jasa komunikasi dibidang kepelabuhanan.

17. Jasa konstruksi dibidang kepelabuhanan.

Dari seluruh bidang usaha di atas, PD. Pelabuhan Dumai Berseri telah melaksanakan

kegiatan usaha pada lingkup usaha berikut :
1. Bidang Penyelenggaraan Kepelabuhanan
+ Jasa Pandu
+ Jasa Tunda
+ Jasa Labuh
Di kawasan usaha :
a. Pelabuhan SDS (Lubuk Gaung)
b. Pelabuhan Semen Padang (Bangsal Aceh)
c. Pelabuhan Patra Dok (Dumai)
d. Pelabuhan KID (Pelintung)
e. Pelabuhan Pacific Indopalm Industries (Lubuk Gaung)
f. Pelabuhan Khusus CPI & Petamina (Dumai) Bekerjasama dengan
| Cab. Dumai.
g. Pelabuhan Khusus lainnya di luar DLKR/DLKP PT. Pelindo |
Dumai

2. Bidang Bongkar Muat Pelabuhan

PT. Pelindo

Cab.



+ Jasa Bongkar / Muat Kapal
+ Jasa Delivery.
+ Jasa Re-Bag
Di kawasan usaha Pelabuhan Semen Padang (Bangsal Aceh)
9. Strategi Pelayanan
a. Strategi Harga :
1) Mempersingkat waktu pelayanan sehingga membantu para Pengguna Jasa dalam
memperkecil biaya penundaan kapal.
2) Harga penagihan sesuai dengan waktu pelayanan actual
b. Strategi Promosi :
1) Sosialisasi kepada seluruh Pengguna Jasa berkaitan dengan bidang jasa yang
ditawarkan.
2) Press Release pada media cetak dan elektronik.
3) Pembuatan Website perusahaan untuk mempermudah akses informasi kepada
seluruh pengguna jasa.*
c. Strategi Produk / Jasa :
1) Meningkatkan kualitas pelayanan Jasa.
2) Melengkapi sarana / prasarana kerja yang penting bagi keselamatan usaha.
10. Pengguna Jasa
1)PT. Jaya Utama
2)PT. Berlian Laju Tanker, tbk
3)PT. Wasaka Sudarma Putera
4)PT. Pelayaran Sri Indrapura

5)PT. Tirta Samudra Caraka



6)PT. Sijori Lintasan Bahari

7)PT. Tirtacipta Mulyapersada

8)PT. Gemalindo Shipping

9)PT. Cahaya Karangetang Abadi

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

25)

PT

PT

PE

PT.

PT.

PT.

PT.

PT.

PT.

PT.

PT.

PT.

PT.

PT.

PT.

PT.

. Benua Mallacho Lines

. Samudra Indonesia

Pelni

Barwil

Sejahtera Pasific

Bahari Sandi Pratama
Harumax Persada Yala Kencana
Patra Dok

Semen Padang

Marina Inti Daya Shipping
Margo Indonesia Servicestama
Citra Bahari Permai

Karya Arun Marine

Titra Line

Titian Bahtera Segara

Bahana Utama Line



